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Abstrak

Keputusan pemerintah dalam membuat undang-undang cipta kerja memberikan kesempatan yanglebih
luas bagi perusahaan swasta / BUMS industri pertahanan. Percepatan pemenuhan alpalhankam yang
sebelumnya bertumpu pada kemampuan BUMN (Defend ID) kemudian dapat terbantukan dengan
adanya kegiatan produksi hingga penjualan oleh perusahaan swasta. Pemulihan ekonomi akibat
pandemi semakin menuntut adanya perbaikan ekosistem industri pertahanan yang inovatif dan
berdaya saing kuat. Tulisan ini akan membahas bagaimana pelaku industri pertahanan swasta mampu
berkompetisi seimbang, bukan hanya dengan BUMN, tapi secara global, dan memperluas jaringan bisnis
melalui berbagai strategi model bisnis. Metode analisis menggunakan metode SWOT untuk mengetahui
potensi pengembangan model bisnis dalam lingkup industri pertahanan. Terbukanya peluang dalam
memperluas jaringan industri pertahanan nasional perlu didukung dengan investasi, peningkatan
kualitas SDM, kualitas riset, ekosistem persaingan yang sehat dan kolaboratif menjadi poin penting yang
perlu dilaksanakan pelaku usaha swasta dalam rangka mencapai kemandirian industri pertahanan serta
pemenuhan Minimum Essential Force untuk memperkuat garda terdepan pertahanan dan keamanan
NKRI, TNI / Polri.
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PENDAHULUAN

Perkembangan industri pertahanan akan terus sejalan dengan kebijakan nasional, postur
serta strategi pertahanan negara - sebagaimana tuntutan tantangan dan ancaman di tingkat
global, regional, dan nasional juga memiliki efek domino atau interkoneksi bagi kelompok
tertentu untuk mencapai tujuannya. Sehingga pengembangan, pembinaan dan gelar kekuatan
serta kemampuan pertahanan suatu negara berperan krusial dalam menjaga kedaulatan,
keutuhan wilayahnya. Selain Kementerian Pertahanan, TNI dan POLRI, kegiatan utama dalam
rangka mendukung pembangunan kekuatan pertahanan negara dapat diselenggarakan melalui
industri pertahanannya, baik BUMN maupun BUMS.

Beberapa BUMN dan BUMS industri pertahanan saat ini memiliki entitas domestik dan
juga di luar negeri, dengan aset - aset untuk melakukan produksi dan distribusi yang berlokasi
tersebar di banyak wilayah. Dengan begitu, perusahaan dapat menyediakan produk dan
layanan yang esensial untuk mendukung mobilisasi, penyebaran, dan pertahanan operasi
militer. Namun masih banyak persoalan yang dihadapi industri pertahanan Indonesia.
Tuntutan kepada BUMN untuk memberikan profit optimal menjadi tanggung jawab yang besar
sehingga strategi prioritas BUMN menjadi tidak maksimal. Hal ini dikarenakan pola kerja
BUMN yang memproduksi beberapa produk alpalhankam hanya dengan tujuan pabrik tetap
beroperasi; atau kita kenal dengan istilah decoy marketing (menghadirkan produk yang dengan
sengaja dibuat tidak laku).

Peran serta BUMS dalam mendukung kemandirian industri pertahanan nasional saat ini
telah diperkuat dengan adanya Undang - Undang Cipta Kerja. Dalam peraturan tersebut
terdapat atensi pemerintah dalam memberikan kuasa lebih atas beberapa hal penting untuk
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akselerasi inovasi dan manajemen BUMS industri pertahanan, diantaranya yaitu: kepemilikan
modal, ekspansi kegiatan ekspor/impor (dengan perizinan Pemerintah Pusat), kelonggaran
wewenang KKIP terhadap BUMS industri pertahanan dalam menentukan inovasi pemenuhan
alpalhankam. Hal ini ditujukan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi BUMS industri
pertahanan dalam berkontribusi memperkuat lini alat peralatan pertahanan keamanan pada
pengguna (TNI dan Polri) dan juga pasar di luar negeri.

Selain itu, ditingkatkannya peran dan wewenang BUMS dalam pemenuhan Minimum
Essential Force (MEF) juga searah dengan tujuan mengurangi ketergantungan produksi
alpalhankam dari luar negeri. Penurunan pangsa pasar domestik telah mendorong masing -
masing negara untuk meningkatkan strategi eskpor sehingga pasar senjata global menjadi
semakin kompetitif (Setiadji, 2021). Dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam
Indonesia dan juga dorongan pemerintah untuk menggunakan bahan baku dalam negeri dalam
kegiatan produksi alpalhankam, adanya pemaksimalan ekspor menjadi salah satu tujuan dari
bentuk kemandirian industri pertahanan itu sendiri.

Adanya modifikasi regulasi berkenaan dengan pelibatan pihak swasta dalam kegiatan
produksi dan kepemilikan modal industri alutsista yang sebelumnya dikuasai secara penuh
oleh negara kini memberikan arah baru bagi pelaku industri pertahanan. Pasalnya, struktur
industri yang bersifat monopsoni sehingga mengarah pada persaingan yang sangat ketat,
ditambah dengan ekosistem industri pertahanan yang kaku hanya akan mempersempit usaha
menuju kemandirian industri pertahanan. Tidak optimalnya ekosistem industri pertahanan
nasional dapat dilihat dari laporan basis data industri pertahanan Stockholm International
Peace Research Institute (SIPRI). Pada tahun 2020, Indonesia bahkan tidak masuk kedalam Top
100 negara - negara produsen alpalhankam. Bila dibandingkan dengan negara Spanyol,
Ukraina, Polandia, Singapura yang kekuatan militernya masih dibawah Indonesia (Global Fire
Power, 2022), cukup ironis dimana industri pertahanan keempat negara tersebut
mendapatkan posisi sebagai bagian dari 100 negara produsen alpalhankam terbaik.

Sementara itu, perkembangan teknologi industri pertahanan di negara - negara lain telah
menempatkan berbagai industri yang mampu memproduksi beragam alpalhankam sesuai
dengan yang dibutuhkan oleh militer mereka bersama dengan konsep peperangan modern.
Adanya revolusi industri yang mengaplikasikan teknologi digital tidak hanya kedalam aktivitas
produksi, namun juga diaplikasikan pada operasional dan manajemen perusahaan semakin
memberikan tantangan yang kompleks bagi BUMS industri pertahanan dalam memenuhi
supply dan demand yang kompleks dan berkompetitif tinggi.

Pembenahan sistem, pembagian peran dan tanggung jawab yang seimbang antara BUMN
dan BUMS industri pertahanan diarahkan untuk dapat mewujudkan kolaborasi dalam riset,
pengembangan, hingga akuisisi teknologi pertahanan. Salah satu hal yang dapat dilakukan bagi
BUMS atau perusahaan rintisan yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan dalam
menentukan perencanaan atau strategi bagi perusahaannya adalah dengan memformulasikan
strategi model bisnis yang sesuai dengan tren, peluang, kebutuhan pemenuhan alpalhankam
nasional maupun perkembangan global.

METODE PENELITIAN

Pembahasan ini akan dijabarkan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan
memanfaatkan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, artikel ilmiah, majalah serta berita
online, dan sumber tertulis lainnya yang relevan. Penelitian kualitatif itu sendiri adalah suatu
pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau
kelompok untuk masalah sosial atau manusia (Cresswell, 2014). Adapun penjabaran model
bisnis difokuskan pada value propositions dan key activities aktivitas usaha dalam lingkungan
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industri pertahanan. Dari data yang terkumpulkan akan diinterpretasikan ke dalam analisis
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mendukung penjabaran terkait
penguatan model bisnis BUMS dalam mendukung kemandirian industri pertahanan nasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Peran BUMS Industri Pertahanan

Badan Usaha Milik Swasta industri pertahanan di Indonesia memiliki peran yang esensial
dan tidak kalah pentingnya dengan BUMN, yang saat ini tergabung dalam holding Defend ID.
Kolaborasi pemenuhan alpalhankam antara BUMS dengan BUMN menjadi 2 bagian yang tidak
dapat terelakkan satu dengan lainnya bagi usaha mewujudkan kemandirian industri
pertahanan nasional. BUMN sebagai lead integrator tidak akan dapat membuat alutsista yang
kuat, teknologi yang canggih tanpa ada bantuan dari BUMS. Begitu juga sebaliknya, BUMS perlu
diperkuat dengan dukungan dari BUMN dalam memberikan wawasan teknologi, melakukan
produksi bersama / joint production, dan kolaborasi lainnya dalam rangka mendukung
pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) serta kemandirian industri pertahanan Indonesia.

Kesempatan industri pertahanan nasional dalam berkontribusi untuk pemenuhan
Minimum Essential Force (MEF) semakin terbuka luas dengan disahkannya Omnibus Law /
Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada Paragraf 16. Pelibatan
perusahaan swasta ini dapat dikatakan sebagai langkah yang tepat, dimana kita bisa berkaca
pada industri pertahanan Tiongkok.

Indonesia dapat berkaca dari industri militer Tiongkok yang saat ini menjadi salah satu
dari tiga industri pertahanan terbaik di tingkat global bersama dengan Amerika Serikat dan
Inggris (Defense News, 2021). Sebelum menjadi seperti sekarang ini, industri militer di
Tiongkok hingga pertengahan tahun 1990-an masih memiliki ekosistem industri yang sangat
tersentralisasi, hierarkis, birokratis, dan menghindari risiko. Akibat yang ditimbulkan
sangatlah besar. Ketika Perang Teluk tahun 1990 - 1991, Pasukan Irak yang sebagian
alutsistanya didukung Tiongkok, berhasil dikalahkan oleh pasukan pimpinan Amerika Serikat
hanya dalam hitungan hari. Namun pada akhir tahun 90-an, Tiongkok kemudian berhasil
melakukan restrukturisasi seluruh industri pertahanan dengan menerapkan reformasi total,
modernisasi, dan marketisasi operasi bisnis industri pertahanan (Setiadji, 2021).

Kemudian terkait contoh perkembangan industri pertahanan, dapat juga dipelajari dari
industri pertahanan Turki. Pada tahun 2017, industri pertahanan Turki telah berkembang ke
tingkat dimana mereka mampu memproduksi mayoritas produk alpalhankam secara lokal /
dapat dilihat dari kemampuannya untuk memproduksi dari perusahaan dalam negeri.
Merespon inisiatif militer, pemerintah Turki menanggapi dengan mempertimbangkan berbagai
proyek yang diusulkan, melakukan evaluasi, dan selanjutnya menentukan pilihan industri yang
paling cocok untuk proyek tersebut, baik sebagai kontraktor utama maupun sub kontraktor.
Dalam pelaksanaannya, industri pertahanan Turki bekerja sama dengan para peneliti /
ilmuwan, termasuk universitas, untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Karenanya,
perlu juga bagi pelaku industri, penggerak industri pertahanan Indonesia dalam memahami
peran masing-masing pemangku kepentingan dan sinergi di antara ketiga pilar (Triple Helix)
industri pertahanan dalam berbagi pengetahuan dan informasi. Adapun kemungkinan tujuan
kemandirian industri pertahanan Turki pada tahun 2023 dapat dicapai jika sinergi antara
sektor militer, pemerintah, penelitian, dan industri dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
Sejauh ini, sinergi tersebut telah menghasilkan pertumbuhan pesat pada kemampuan dan
kemandirian industri pertahanan Turki, yang selanjutnya menguntungkan dari segi politik dan
militer negara. Namun, masalah yang mungkin menjadi tantangan Turki seperti faktor
eksternal dan internal industri, juga terdapat beragam pertimbangan.
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Dari perkembangan tersebut, lingkungan industri militer Turki dapat menjadi pelajaran
holistik tentang bagaimana negara-negara berkembang mengembangkan industri
pertahanannya (Wicaksono & Perwita, 2020). Upaya yang dilakukan oleh industri pertahanan
swasta Turki sangat penting untuk pengembangan infrastruktur industri pertahanannya.
Perusahaan dalam bidang aviasi, galangan kapal, dan pabrik senjata yang didirikan di Turki
dapat dianggap sebagai investasi awal negara yang paling penting. Sejak tahun 1980 ketika
fondasi pertama transisi Turki ke dalam industri pertahanan modern diletakkan, inisiatif yang
diluncurkan di tingkat nasional dan internasional telah membawa hasil yang mengesankan
dalam waktu yang relatif singkat. Kemajuan ini telah menyebabkan berkembangnya industri
pertahanan Turki.

Strategi dan kebijakan yang baru menjadi dasar konsep pertahanan Turki saat ini. Selama
dekade terakhir saja, Unmanned Aerial Vehicles (UAV) buatan Turki sangat luar biasa
perkembangan dan penerapannya di berbagai sektor selain pertahanan. Turki sekarang
mengikuti perkembangan teknologi global dan melakukan pekerjaan penting di bidang
memproduksi swarm drones, quantum radars, pocket submarines dan laser weapons. Selain itu,
perkembangan signifikan dalam teknologi elektronik, informasi, komunikasi, dan material
telah memungkinkan Turki membuat terobosan di bidang militer dalam beberapa tahun
terakhir (Ozlu, 2021).

Kembali kepada perkembangan industri pertahanan Indonesia, langkah positif dari
Undang - Undang Cipta Kerja terjadi pada lingkungan industri pertahanan Indonesia. Dimana
tahun 2021 terdapat penambahan 104 perusahaan swasta baru yang terdaftar sebagai usaha
bidang Industri Pertahanan. Kenaikan jumlah pelaku industri pertahanan tersebut merupakan
yang tertinggi sepanjang sejarah perjalanan Industri Pertahanan Indonesia (Arhan, et al, 2022).
Dengan terlibatnya pihak swasta atau BUMS, menjadikan sektor industri pertahanan lebih
dinamis dan progresif dalam hal investasi. Selain itu peluang melakukan berbagai kolaborasi
seperti melakukan riset dan pengembangan teknologi menjadi ekspektasi tersendiri dari
adanya pelebaran peran BUMS industri pertahanan.

Tanggung jawab TNI dan Polri dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI yang
berkarakteristik terdiri dari ribuan pulau dan luasnya lautan menjadikan tantangan yang
sangat besar bagi industri pertahanan dan juga Kementerian Pertahanan untuk mengakomodir
kebijakan strategis, kebutuhan produksi alat peralatan pertahanan - keamanan, sesuai dengan
spektrum ancaman, tantangan, gangguan, hambatan peperangan modern yang kebanyakan
mensyaratkan teknologi tinggi.

Tantangan yang masih belum optimal dihadapi industri pertahanan Indonesia dalam
memenuhi alpalhankam diantaranya: masih terbatasnya infrastruktur dasar industri
pertahanan dalam negeri, kemampuan dan kapasitas dalam memproduksi alutsista TNI dan
penguasaan teknologi militer, rendahnya investasi dalam pengembangan riset ilmu untuk
menunjang industri pertahanan, dan belum optimalnya upaya menyinergikan industri
pertahanan nasional (Ditjen Pothan Kemhan, 2021). Efek yang ditimbulkan nantinya apabila
pemberdayaan BUMS industri pertahanan Indonesia tidak dioptimalkan tentu sangat riskan
terhadap penguasaan teknologi dan juga perkembangan sumber daya manusianya. Hal lain
yang menjadi pertimbangan percepatan pemberdayaan BUMS industri pertahanan Indonesia
adalah terkait pemenuhan kekuatan pokok minimum (MEF).

Pasalnya dalam rencana untuk tahap ketiga tahun 2020 hingga 2024 ditargetkan
pencapaian MEF di tiga matra angkatan (darat, laut, udara) sudah mencapai 100% atau
alutsista yang dimiliki sepenuhnya mampu diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri.
Melihat dari realisasi di tahap Il tahun 2015 - 2019 yang tidak berhasil mencapai target 75,5%
dan hanya selesai sebesar 63,19%. Kemudian hingga tahun 2022 juga masih berkisar 62% yang
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akhirnya dilakukan retargeting oleh Panglima TNI agar di tahun 2024 dapat dicapai 70%
(Yahya, 2022). Tentunya pendekatan yang baru dan berbeda dalam manajemen strategi
industri pertahanan dalam negeri, terkhusus BUMS perlu menjadi prioritas.
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Gambar 1. Realisasi Program Modernisasi Senjata/Minimum Essential Force (MEF) 2016-2024.
Sumber: Katadata - databoks (2022).

Industri pertahanan nasional juga memiliki kendala pada manajemen logistiknya.
Manajemen logistik di Indonesia yang dimaksud adalah pada sektor manufaktur, dimana
industri pertahanan masih bergantung pada perusahaan-perusahaan BUMN (Arhan, et al,
2022). Sedangkan BUMS dapat mendukung dengan menjadi bagian dari jaringan rantai pasok
yang menghubungkan industri di wilayah yang sebelumnya kurang berpotensi karena
kesusahan dalam mengoperasikan rantai pasok. Selain itu BUMS juga dapat mengembangkan
teknologi tambahan yang mampu menambabh fitur dari alat peralatan pertahanan - keamanan
yang ada saat ini atau untuk kebutuhan operasional industri pertahanan. Sehingga BUMS
bahkan yang telah ada di sektor sipil dapat melebarkan diversifikasi layanan untuk kebutuhan
militer.

Fluktuasi keadaan politik dan ekonomi global, regional, dan domestik yang pada saat ini
masih belum stabil karena pandemi semakin menekan perkembangan dan kinerja industri
pertahanan. Dibentuknya perusahaan holding Defend ID bukan hanya sebatas merger
perusahaan BUMN, namun dibalik itu ada potensi bagi perusahaan swasta atau perusahaan
rintisan industri pertahanan lainnya untuk bergerak maju berinovasi baik dalam menciptakan
kemandirian produksi alpalhankam maupun dalam pengembangan bisnis pasar di dalam dan
luar negeri.

Model Bisnis Industri Pertahanan Abad 21

Konsep model bisnis sendiri telah menarik perhatian yang sangat signifikan baik dalam
berbagai literatur ilmiah maupun praktik bisnis. Sejatinya, strategi model bisnis dapat
membantu perusahaan baru yang sedang berkembang menarik investasi, merekrut keahlian,
dan mendorong kontrol dan kumpulan pekerja. Sementara pada perusahaan yang telah mapan
seperti BUMN harus secara teratur memperbarui rencana, strategi, tata kelola perusahaan
mereka atau berpotensi akan kandas mengantisipasi kecenderungan dan tantangan ke depan
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yang semakin kompleks dan penuh keambiguan. Perubahan bagaimana model bisnis
berkembang dan diimplementasikan (misalnya, penerapan imbal dagang atau sistem
pengembangan riset yang lebih efektif) adalah hasil dari taktik manajemen tingkat tinggi.
Dengan demikian, inovasi bagi perusahaan adalah hal yang krusial dalam persaingan bisnis
agar dapat mempertahankan relevansi perusahaan terhadap pasar. Sebagian besar sektor
Aerospace & Defense (A&D) memiliki kinerja yang buruk dengan tidak mengejar strategi aktif
(misalnya, konsolidasi vs. tetap berada di jalur rencana yang telah dibuat); serta menggunakan
model bisnis lama yang tidak lagi selaras dengan kebutuhan pasar (Deloitte, 2017).
Pembaharuan strategi lini bisnis diperlukan bahkan bagi negara untuk mengakselerasi
pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan pencapaian target nasional. Terlebih
kita menghadapi dampak dari pandemi Covid-19 yang masih dirasakan oleh seluruh industri,
tanpa terkecuali industri pertahanan. Ketika pelaku industri mengevaluasi kembali portofolio
perusahaan dan fokus pada divestasi aset - aset non-inti, perusahaan yang dipersiapkan
dengan baik dengan neraca yang kuat harus membuat keputusan merger dan akuisisi yang
cerdas yang mampu menciptakan peningkatan nilai bagi pemegang saham / stakeholder
(Deloitte, 2022).

Sebagaimana rupa dengan bidang usaha lainnya, beberapa strategi bisnis dapat
dikembangkan dalam industri pertahanan oleh BUMS. Pengembangan produk dalam desain
dan spesifikasinya dapat disesuaikan dengan pengembangan target pasar yang bukan hanya
untuk kepentingan pertahanan keamanan oleh Angkatan Laut / Darat / Udara, Badan
Keamanan Laut (Bakamla), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dan
Kementerian Pertahanan, namun juga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang
lebih beragam, seperti untuk survey sumber daya alam, monitoring tata guna lahan, patroli, dan
sebagainya untuk kebutuhan sektor Pemerintahan seperti Kementerian Perhubungan,
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan dan Bea Cukai; juga dari sektor
swasta lainnya seperti perusahaan minyak dan gas, dan operator feri penumpang. BUMS
industri pertahanan Indonesia saat ini telah menggerakkan pelaku usaha yang bergerak di
berbagai bidang seperti aerospace, unmanned aerial vehicle (UAV), alutsista (pesawat tempur,
kapal, senjata), software dan alat komunikasi aplikasi pertahanan, maintenance-repair-overhaul
(MRO), explosive, kendaraan taktis, optik, dan energi. Penambahan jumlah perusahaan swasta
di bidang pertahanan - keamanan menjadi bukti peluang bangsa dalam meningkatkan
perekonomian sekaligus memperkuat dan mewujudkan industri pertahanan yang berdaya
saing global.

Tabel 1. Ragam Bidang Perusahaan di Industri Pertahanan Indonesia. Sumber: Indonesian Defence

Industries (2022)
Bidang / Produk Jumlah

Perkapalan 31

Alat Komunikasi 11
Kendaraan Tempur (Ranpur) 5
Kendaraan Khusus (Ransus) 12
Kendaraan Taktis (Rantis) 5
Roket & Rudal 5

Parasut 2

Bom 7

Pesawat dan Kedirgantaraan, MRO 13
Senjata Api, Munisi, dan Brass Cup 6
IT dan Sensor 14

Logistik 1

Lain - lain 9
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Dengan tiga tantangan besar yang dihadapi industri pertahanan nasional dalam hal
pemenuhan alpalhankam yang mampu menopang sistem pertahanan Indonesia dengan
wilayahnya yang luas, teknologi yang tertinggal jauh dengan perkembangan yang ada serta
tidak sesuai dengan corak peperangan di masa mendatang, dan pengadaan alpalhankam
Indonesia yang masih bergantung pada pihak luar negeri (Ditjen Pothan Kemhan, 2021, hal.16-
17), tren munculnya pelaku usaha baru tidak akan cukup untuk mengatasi tantangan tersebut.

Maka dari itu, bagaimana perusahaan dapat merelaksasikan lini bisnis dengan strategi
manajemen model bisnis yang mampu beradaptasi dengan perkembangan yang ada menjadi
salah satu pilihan yang bijak. Sehingga mewujudkan industri pertahanan nasional yang mandiri
tidak hanya dilihat dari kuantitasnya. Kualitas perusahaan yang baik, tangkas / agile akan
menjadi penentu untuk meningkatkan efek penggentar / deterrant effect. Salah satu hal yang
dapat dilakukan perusahaan adalah melalui strategi model bisnis. Model bisnis yang masih
terbuka lebar untuk dikembangkan di Indonesia bagi investasi oleh BUMS meliputi:

1. Manufaktur

Kita ketahui bahwa perusahaan dalam bidang pertahanan - keamanan sebagian besar
berada di bidang manufaktur. Dalam bisnis manufaktur, perusahaan menciptakan produk dari
bahan mentah hingga menjadi barang jadi dan menjualnya secara langsung kepada pelanggan
(Adieb, 2021). Mayoritas bisnis industri pertahanan - keamanan bergerak di bidang ini, dimana
berbagai alat peralatan seperti persenjataan, propulsi, kapal, kendaraan taktis darat dan aviasi
berkembang pesat. Beberapa BUMS sektor pertahanan-keamanan yang telah beroperasi dalam
industri manufaktur misalnya PT Daya Radar Utama, PT Indopulley Perkasa, PT Palindo Marine
Shipyard, PT Komodo Armament Indonesia, dan masih banyak lainnya yang tersebar di
berbagai daerah Indonesia. Jenis-jenis produk yang dapat dihasilkan dari pengembangan
model bisnis manufaktur industri pertahanan antara lain:

a. Pesawat target drone dan suku cadangnya, yang saat ini semakin tinggi kebutuhannya baik
dari sisi kualitas maupun kuantitas. Penggunaan drone disamping untuk keperluan
pertahanan-keamanan, juga dapat untuk berbagai keperluan bidang lainnya seperti
melakukan survey, monitoring, dan sebagainya - sehingga potensi pengembangan bisnis
yang dimiliki juga beragam sesuai kebutuhan di bidang pertahanan-keamanan;

b. Pembuatan kapal personel berkecepatan tinggi yang tidak hanya dapat bermanfaat untuk
keperluan tempur namun juga dapat diperluas penggunaan dan pemasarannya untuk
instansi berkepentingan (seperti melakukan surveillance, survey, patroli perbatasan, misi
penyelamatan/rescue);

c. Komponen pendukung peralatan militer seperti baterai (untuk kapal pesawat, radio
komunikasi), sistem tenaga surya, laptop berstandar militer untuk mendukung keamanan IT
dan pengolahan berbagai macam material juga dapat didukung pengembangan serta
produksinya oleh BUMS industri pertahanan.

2. Subscription

Subscription adalah kontrol dan pengawasan semua aspek proses berlangganan,
termasuk penetapan harga, penjualan, kontrak, penagihan, inventaris, pengiriman, pembaruan,
pendapatan, dan pelaporan (Oracle, 2021). Model bisnis ini dapat digunakan perusahaan yang
menjual jasa layanan untuk memperoleh pendapatan yang diterima dari langganan bulanan
atau tahunan dari para pengguna. Sistem ini dapat diterapkan pada perusahaan yang
memberikan jasa layanan seperti software maintenance, server maintenance, usaha distributor
yang tentunya sangat dibutuhkan oleh industri pertahanan, terlebih

Dengan menggunakan jasa pihak ketiga, perusahaan produsen alutsista tidak perlu
bersusah payah melakukan perekrutan, membangun infrastruktur, pelatihan, dan lainnya
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untuk melakukan beberapa operasional khusus yang tidak efektif; Perusahaan dapat
menggunakan jasa pihak ketiga untuk menyelesaikannya.

3. Bundling Model

Strategi model bundling merupakan konsep penjualan produk dengan tingkat permintaan
yang berkorelasi untuk mengelola pendapatan dan biaya (Yassine, 2018). Pada industri e-
commerce, model bisnis ini memungkinkan penjual untuk mengemas barang atau layanan
pelengkap dalam satu penawaran. Bila diterapkan pada industri pertahanan, suatu perusahaan
dapat melakukan inovasi untuk menambah nilai pada suatu transaksi atau seperti pada
negosiasi imbal dagang dengan menyertakan produk pelengkap dalam sekali penjualan. Pola
produksi industri pertahanan yang tidak terlepas dari kebutuhan atau permintaan spesifikasi
khusus dari pengguna / user dapat dengan leluasa berinovasi pada produk yang ditawarkan
dan sekaligus meningkatkan keuntungan

Idealnya, tujuan dari penerapan strategi bundling ini dalam bidang pertahanan -
keamanan adalah untuk memberikan nilai tambah (value addeed) pada produk dari suatu
transaksi atau kerjasama. Dimana dengan menggunakan strategi ini, perusahaan dapat
mengidentifikasi jumlah pesanan dengan tepat dari beberapa pemasok maupun pelanggan
yang berbeda dan menentukan jumlah bundling optimal yang berkemungkinan tinggi
menghasilkan surplus maksimum.

4. Franchise / Waralaba

Model ini merupakan salah satu strategi berbisnis dimana suatu usaha menawarkan
lisensi yang diterima satu pihak untuk dapat akses pada pengetahuan, sistem, kemampuan
produk yang dimiliki perusahaan utama. Sistem ini tentu kita ketahui sudah diterapkan di
banyak industri, terlebih dapat kita teliti pada industri Food and Beverage (F&B) yang
jumlahnya telah bertumbuh signifikan beberapa tahun belakangan. Dalam konteks industri
pertahanan, penerapan konsep waralaba ini dapat ditujukan untuk pelebaran cabang bisnis
utama perusahaan untuk mengatasi isu - isu industri nasional seperti untuk menjawab
keterbatasan rantai logistik antar pulau dan riset pengembangan pengolahan bahan baku
untuk meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), atau melakukan persewaan
alpalhankam dengan mempersiapkan produk yang disimpan di wilayah tertentu / cabang (bisa
di dalam negeri maupun luar negeri).

Analisa SWOT
Untuk menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari beberapa model
bisnis yang telah diketahui diatas, digunakan ilustrasi sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis SWOT potensi pengembangan model bisnis industri pertahanan.

Strengths Weaknesses Opportunities Threats
Penerapan kebijakan Persaingan bisnis
Termalfil:)l:i;lfslam 7 Ketersediaan bahan offset; yang ketat karena
erlzlban unan baku yang terbatas Kebijakan subtstitusi telah memiliki
pal alhaﬁkam sehingga masih impor; banyak pelaku usaha
nasignal sehineea melakukan impor Peluang pada pasar di bidang
Manufaktur 88 dari luar negeri; di dalam dan luar manufaktur;
mendapatkan . S
dukunean dari Proses riset dan negeri, baik Dengan keseluruhan
eme%‘intah' pengembangan yang peningkatan pada operasional yang
Sgba ian bes;r membutuhkan biaya kerjasama yang membutuhkan biaya,
kebutguhan MEF mabhal; sudah ada maupun waktu, dan tenaga
potensi pasar baru yang tinggi, masih
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perusahaan inti;
Perusahaan rintisan
dapat dengan mudah
menyesuaikan diri
dengan usaha utama
dan bagaimana

Proses yang cukup

Pelaku usaha

berbentuk produksi Kemampuan SDM terdapat ancaman
manufaktur; belum dapat untuk mencapai
dikatakan unggul target Return on
Investment (ROI)
SDM profesional yang Ancaman bocornya
121615}? irii}(;?a;acrlle}r,lar;%l belum banyak Demand industri informasi dari
tinekat pen amaﬁan jumlahnya di pertahanan yang internal karena
gan 1’; biﬁ kuat: Indonesia; masih luas dalam sub | perbedaan budaya
H};r §0 erasion’al Fokus industri yang bidang IT; perusahaan dengan
Subscription an glebli)h nvaman menitikberatkan Peluang dalam lingkup industri
y dga n ﬂeksi}};el- pada profit sehingga memberikan pertahanan yang
Mampu men at’asi cenderung diversifikasi layanan | berasas kerahasiaan;
masalaph konel%tivi tas mengesampingkan seperti konsultasi, Risiko operasional
distribusi logistik pertumbuhan training, sertifikasi yang tinggi (perlu
g pengawasan ketat)
Memudahkan Dalam prosesnya Strategi penjualan Tgrdapat dilema
. . . yang beragam; ketika penambahan
stakeholder (baik tidak memberikan
. Perusahaan dapat suatu produk /
Pemerintah maupun kebebasan pada
. menggabungkan layanan dalam satu
Bundling perusahaan) dalam stakeholder,
. ) penawaran produk paket penawaran,
Model hal penjualan; konsumen untuk o
Meni dalam bentuk barang akan terjadi
eningkatkan menentukan produk o .
. . (alpalhankam) dan penurunan nilai bagi
tingkat penjualan / layanan tambahan .
suatu produk yang dibutuhkan jasa dengan konsumen;
ketentuan spesifik
Dapat memperluas Pemilik caban Diversifikasi bidang
cabang dari memiliki kendali g tau operasional dapat
perusahaan inti; . berfokus pada b
Memfokuskan pada strategl pengembangan Dengan cabang
pengembangan bisnis usaha yang tersebar
pengembangan komponen . .
yang terbatas karena di berbagai wilayah,
alpalhankam pendukung . -
) idak telah terarahkan oleh Inalhank manajemen inti akan
Franchise strategls yang tida bisnis utama; alpaihankam atau menghadapi risiko
dapat dilakukan oleh ! bahan baku;

kesusahan dalam

rumit untuk waralaba dapat melakukan quality
mendapatkan izin menjadi P control atau kendali
o erﬁlsl?:l:;n dal perpanjangan tangan perusahaan cabang
pert o bisnis utama dalam
yang tidak sedikit

membuka pasar baru

Sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2, keempat model bisnis yang telah ada maupun
berpotensi diterapkan perusahaan memiliki kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancamannya
masing - masing ketika diterapkan pada strategi diversifikasi perusahaan. Manajemen
perusahaan tentu perlu melihat kapabilitas perusahaan dalam menerapkan model bisnis yang
paling optimal dan mampu memberikan hasil yang menguntungkan. Beberapa hal terkait
pengembangan model bisnis yang juga perlu dipertimbangkan selain Value Propositions, Key
Activities, Key Partners dan Customer Segments yang telah diketahui dari pembahasan diatas
(Tabel 2) adalah:
1. Key Resources / Sumber daya kunci, dimana BUMS atau start-up perlu memiliki supplier /

penyedia material atau bahan baku, sarana - prasarana yang berkualitas tinggi;
2. Cost Structure perusahaan yang stabil, berdaya kuat untuk membiayai kegiatan operasional
seperti produksi, transportasi, dan sebagainya;

. Revenue Streams yang seimbang dengan mempertimbangkan antara mencapai tujuan profit

penjualan yang tinggi atau sebaliknya dengan fokus pada pengembangan kualitas,

kapabilitas perusahaan;
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4. Customer relationship, dimana perusahaan tidak hanya menjual produk barang atau jasa
saja, namun juga perlu secara konsisten memperhatikan bagaimana customer berinteraksi
dengan produk tersebut. Sehingga perusahaan juga mendapatkan masukan positif atau
pendapat kritis bagaimana alpalhankam yang telah diterima pelanggan dapat dikembangkan
lebih sempurna lagi.

5. Channels terpercaya dalam rangka melaksanakan pembelian, pengadaan, transaksi dagang
yang aman sehingga menghindari adanya insiden seperti kebocoran informasi / data rahasia
kepada kompetitor;

Selain itu kapabilitas sumber daya manusia juga menjadi kunci penting dalam
menerapkan suatu model bisnis. Penyerapan tenaga kerja yang telah didukung regulasi untuk
dibuka lebar harus dimanfaatkan manajamen dengan maksimal untuk mewujudkan target
perusahaan baik jangka pendek, menengah, maupun pencapaian visi-misi jangka panjang.

Presiden Joko Widodo dalam Peringatan HUT TNI ke-76 menyampaikan bahwa perspektif
dari belanja pertahanan telah diubah menjadi investasi pertahanan yang bersifat jangka
panjang (CNN Indonesia, 2021). Hal ini kemudian turut mengubah arah atau cara pandang
pemerintah, akademisi, TNI dan Polri, serta industri / pelaku usaha itu sendiri dalam
bagaimana memelihara ekosistem industri pertahanan nasional. Pengelolaan dan inisiatif
strategi bisnis BUMS industri pertahanan menjadi poin penting dalam rangka menarik para
investor dan stakeholder untuk berinvestasi, bekerja sama memajukan industri pertahanan
dan mengakselerasi pemenuhan MEF TNI/Polri.

Beberapa hal yang dapat dilaksanakan pemerintah dalam membuka peluang bagi pelaku
bisnis swasta di bidang pertahanan - keamanan seperti: menetapkan NSPK (Norma, Standar,
Peraturan, Kriteria) bagi BUMS maupun sosialisasi pada perusahaan rintisan yang akan
berkecimpung di bidang pertahanan - keamanan; Kemhan bersama dengan KKIP dapat
membantu regulasi, strategi baru untuk skema peningkatan pemodalan BUMS untuk
mendukung pengembangan dan riset teknologi pertahanan - keamanan yang lebih signifikan;
Dengan pembaruan regulasi untuk BUMS, diperlukan juga perluasan peran atau keterlibatan
BRIN hingga pihak akademisi / universitas dalam membangun ekosistem BUMS industri
pertahanan yang bertumpu pada pertumbuhan dan signifikansi pada riset inovasi teknologi.
Pada intinya, kunci untuk berinvestasi di sektor pertahanan - keamanan adalah memilih
dengan hati-hati antara kontraktor - sub kontraktor berdasarkan area penekanan Pentagon
dan kesenjangan penilaian relatif antara perusahaan yang dapat dijelaskan atau harus
dikurangi dari waktu ke waktu.

KESIMPULAN

Kemampuan perusahaan swasta industri pertahanan Indonesia dalam berbagi input,
mentransfer sumber daya, bertukar mitra, dan mengembangkan suatu inovasi model bisnis
yang saling terhubung akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan dapat
menangani beberapa segmen pelanggan dengan model bisnis yang berbeda, tetapi "portofolio
yang terintegrasi” masih diperlukan untuk dapat beroperasi bersama-sama, dengan saling
melengkapi dan mengurangi ketergantungan pada hal tertentu, demi upaya produksi
alpalhankam yang berkualitas, meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN),
mengembangkan aliran pendapatan baru, dan membangun keunggulan kompetitif BUMS
industri pertahanan nasional yang berkelanjutan serta berdaya saing global.
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